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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIIIAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAN

MASYARAKAT ANTI FITNAII INDONESIA WILAYAH D.I. YOGYAKARTA

TENTANG

PEMNGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PELAKSANAAN PEMILIIIAN KEPALA DAERAH TATITIN 2O2O

/ 2_Ozo
Nomor:

Pada hari ini Minggu Tanggal Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh bertempat
di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1' Bagus Sarwono, : Kefua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa
s.Pd.si.,MPA. Yogyakarta bertindak untuk dan atas nama Badan

Pengawas pemilihan umum Daerah Istimewa yogyakarta
yang berkedudukan di Jl. D.I panjaitan Nomor 49
Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrij eron Kota
Yogyakarta 55143 selanjurnya disebut ptrIAK
PERTAMAT

2. dr. Nurholis Majid , : Koordinator Masyarakat Anti Fitnah Indonesia
M'Kes (MAFTNDO) wilayah D.I. Yogyakarta selanjutnya disebut

PTIIAK KEDUA.

P{HAK PERTAMA dan PIFIAK KEDUA bersama-sama yang selanjutnya disebut pARA
PIHAK secara bersama- sama terlebih dahulu menerangkan hal- hal sebagai berikut:
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1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2Al7 bntang Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi

penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan Kepala Daerah di DIy.
2. Bahwa PII{AK KEDUA adalah Lembaga Masyarakat yag dibentuk dengan tujuan

untuk turut aktif dalam melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam

Pemilihan Kepala Daerah khususnya literasi ddigitasl dan literasi politik agar

penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dapatterlaksana dengan jujur

dan adil serta berintegritas.

3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Tahun 2A20 maka PIHAK PERTAMA memandang perlu melakukan kerjasama

dengan PIHAK KEDUA untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan dalam upaya

mendorong masyarakat untuk melakukan gerakan siskamling Digital.

4. Bahwa PIHAK PERTAMA pada tingkat Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan

Kepala Daerah Tahun 2020 akan menyelenggarakan sosialisasi pengawasan

partisipatif dengan stakeholder di daerah dan akan bekerjasama dengan PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
selanjutnaya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam

rang$a pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan

ketentuan sebagai berikut:

l.

BAB I
DASAR HUKUM

Pasal 1

undang- undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan

peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun ZaZa ftntang
perubahan ketiga atas undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor I Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan \lhlikota Menjadi Undang- Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun

2020 T entang Pengawasan, Penanganan pelangg ar an dan penyelesaian Sengketa

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Serta Walikota

dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona

Virus Disease 2019 (Covid-19)

2.
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum No" 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2A20 Entang Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan \I/akil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan

Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-l9.

peraturan KPU Nomor 11 Tahun }AZt br*angKarnpanye Pemilihan Gubemur dan

Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

s.K. Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 465 NL 42.4-

Kpt/06/KPUD#2020 tentang Pedomanteknis pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan

Gunbernur dan \I/akil Gubemur, Bupati dan \Makil Bupati, Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2020.

BAB tr
MAKSUD DAI\ TUJUA}I

PASAL 2

l) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan kesepahaman bagi PARA

pIHAK dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan menetapkan upaya atau langkah-langkah

pengawasan penyelenggaraan Pirnpinan KepalaDaerah Tahun 2fi20 dalamhal adanya

keterkaitan antaru tugas dan kewenangan PIHAK PERTAMA dengan kegiatan dan

program PIHAKKtrDUA

BAB II
RUAI\{G LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup kerjasama ini rneliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun2020 di wilayah D.I. Yogyakarta yakni

Kabupaten Slemarl Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul

BAB tV

TUGAS DAN TAI{GGUNNG JAWAB

PASAL 4

1. Tugas dan tanggung jawab PI}{AK PERTAMA adalah

a. Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan konten yang diduga mernuat

disinformasi dan ujaran kebencian terkait dengan Pemilhaa Bupati dan Wakil

Bupati yang diterima PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Tahun}0Z0.
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b' Memfasilitasi kegiatan koordinasi antar lembaga dalam rnenunjang pendidikan

pemilih dan penanagan konten disinformasi dan ujjaran kebencian di media daring

dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahrm2a20.

c. Merumuskan dan merencanakan bentuk sosialisasi pengawasan partusipatif

d. Menerima aduan atau inforrnasi awal dari PIHAK KEDUA terkait dugaan

pelanggaran di media sosial yang menyangkut proses Pernilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 202A di wilayah D.I. yogyakarra.

2. Tugas dan tanggungiawab PIHAK KEDUA adalah:

&- Menyediakan data lapolan hasil pengawasann konten terkait Fernilihan Bupati

dan Wakil Bupati yang diduga mernuat disinformasi dan ujaran kebencian kepada

PIHAK KESATU.

b- Menyebarluaskan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dibuat secara

bersarna dengan PIHAK KESATU yang berkaitan dengan kampanye perlawanan

terhadap disinformasi dan ujaran kkebencian dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati.

c. Melakukan publikasi kontra narasi terhadap konteR disinformasi terkait pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati melalui media publikasi yang dimiliki oleh pIHAK

KEDUA.

d. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusai unntuk pengawasan

konnten disinformasi dan ujaran kebencian di media daring bagi pIHAK

KESATU

e. Berkolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk menyebarluaskan pentingkan

SISKAMLING DIGITAL kepada khalayak luas.

f. Menyampaikan inforrnasi kepada PIIIAK PERTAMA apabiXa ditemukan dugaan

pelanggaran di media sosial terkait dengan tahapan Pemilihan Bupati dan Watdl
Bupati.

BAB V
FORCE MAJEURE

Pasal5

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak {Force Majeur\ yang
mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjaqiian kerjasama ini maka kedua belah 0*,
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pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan hrjuan perjanjian kerjasama

ini telah sepakat untuk meyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB YI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal6

1. Monitoring tindak lanjut Perjanjian Kerjasama dalam berbagai kegiataadilakukan pAIL{

PII{AK.

2- Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh pARA pIHAK

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalarn setahun.

BAB YI

JAITGKA WAKTU

Pasal T

L. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak

ditandatangani dan dapat diperpa4fang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.

2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, melalui

pemberitahuan secara tertulis paling larnbat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal

berakhirnya Perjanjian Kera Sama ini.

3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (l),
dengan keteatuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada

PIHAK lainnya paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelumnya.

4- Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang

rnasih harus diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.

5' Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir ata:u batal dengan sendirinya apabila: Ada

ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak mernungkinkan

dilaksanakarurya Perjanj ian Kerjasama ini;

BAB YII
PEMBIAYAAI{

Pa*al 1l
Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dirnaksud dalam ketenfuan Pasal 4 dibebankan

pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan. e6r
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